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untuk: 

a. memberikan panduan kepada Kementerian/ 
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1.1. Latar Belakang 

Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Refonnasi Birokrasi 

BAB I 
PENDAHULUAN 

Reformasi birokrasi akan mendorong terwujudnya penerapan prinsip -
prinsip clean government dan good governance yang secara universal diyakini 
menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada 
masyarakat. Di dalam reformasi birokrasi terdapat beberapa area perubahan yang 
setiap perubahannya dapat memberikan dampak antara lain pada penurunan 
praktek KKN, meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, 
meningkatnya produktivitas aparatur, meningkatnya kesejahteraan pegawai 
negeri dan hasil - hasil pembangunan secara nyata dirasakan oleh seluruh 
masyarakat. Kondisi tersebut akan dicapai melalui berbagai upaya antara lain 
dengan penerapan quick wins. 

Melalui quick wins atau disebut juga low hanging fruit diharapkan 
didapatkan momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri untuk 
selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. 
Keluaran dari pelaksanaan quick wins adalah perbaikan sistem dan mekanisme 
kerja atau produk utama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 
yang sesuai dengan peran, tupoksi dan karakteristik masing-masing. Untuk 
mengawal dan memandu pelaksanaan quick wins, maka perlu disusun pedoman 
pelaksanaannya. 

1.2. Tujuan 

a. Memberikan panduan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 
Daerah dalam menentukan dan melaksanakan quick wins; 

b. Memberikan panduan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 
Daerah dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan quick wins. 
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MenteriNeg&n~ 
Pendayagunaan Aparalllr NOg&nl 

dan Refonnasi Birokrasi 



2.1 Pengertian 

Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Refonnasi Birokrasi 

BAB II 
GAMBARAN UMUM 

Pengertian yang digunakan dalam pedoman pelaksanaan ini adalah 
sebagai berikut: 

a. Quick wins atau juga sering disebut low-hanging fruit adalah suatu inisiatif 
yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan 
sulit. Quick wins bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang 
positif dan kepercayaan diri untuk selanjutnya melakukan sesuatu yang 
berat. Sesuatu yang berat ini merupakan inti dari suatu program besar 
tersebut. Quick wins untuk setiap Kementerian/lembaga dan Pemerintah 
Daerah serta untuk tema tertentu dapat berupa organization quick wins, 
regulation quick wins atau human resource quick wins; 

b. Focused Group Discussion (FGD) adalah diskusi terpandu untuk membahas 
suatu topik tertentu dan untuk menghasilkan rumusan tertentu serta diikuti 
oleh peserta yang dipilih sesuai dengan topik terkait; 

c. Wawancara adalah proses tanya jawab untuk menggali data dan informasi 
mengenai aspek-aspek suatu topik baik secara terstruktur maupun tidak 
terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara dimana semua 
pertanyaan yang akan ditanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu secara 
fixed dan ditanyakan kepada semua responden dengan urut-urutan yang 
sama untuk menjaga tingkat presisi dan realiabilitas. Wawancara tidak 
terstruktur adalah wawancara dimana tidak diperlukan format pertanyaan 
yang baku seperti wawancara terstruktur. Namun demikian pewawancara 
dapat menyiapkan pertanyaan-pertanyaan kunci yang mana dalam proses 
wawancara pertanyaan-pertanyaan selanjutnya sangat bergantung pada 
respon atau jawaban dari responden; 

d. Kuesioner adalah suatu instrumen pengumpulan data/informasi untuk 
memudahkan analisis terhadap masalah dalam sistem yang ada, sehingga 
bisa diidentifikasi dan dibicarakan dalam wawancara tindak lanjut; 

e. Pemetaan Masalah adalah satu pendekatan untuk mengelompokkan dan 
membuat kategori dari sekelompok data/informasi/fakta untuk diolah dan 
dianalisis; 
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Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Refonnasi Birokrasi 

f. Anallsis Causal adalah telaah hubungan logis antara pernyataan-pernyataan, 
fakta-fakta atau data dan informasi yang diperoleh; 

g. Analisis Priorltas adalah teknik analisis dengan membandingkan tingkat 
kepentingan dari area yang telah diidentifikasi untuk dijadikan quick wins. 

2.2 Prinsip 

a. Pengungkit.lnisiatifyang dipilih bermanfaat untuk mendapatkan momentum 
awal yang positif dan kepercayaan diri untuk selanjutnya melakukan sesuatu 
yang berat; 

b. Mudah dan Cepat. lnisiatif yang dipilih mudah dilaksanakan dan hasilnya 
cepat dirasakan; 

c. Dampak. lnisiatif yang dipilih mampu memberikan dampak positif yang 
besar bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepercayaan 
(trust) dan motivasi mereka; 

d. Memotivasi. lnisiatif yang dipilih mudah dikerjakan dan cepat dicapai, 
sehingga diharapkan dapat memotivasi individu/kelompok di dalam 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melanjutkan ke 
pekerjaan yang lebih berat (reformasi birokrasi); 

e. Memperbaiki. lnisiatif yang dipilih mampu memperbaiki sistem dan 
mekanisme kerja secara organisasional di masing-masing Kementerian/ 
Lembaga dan Pemerintah Daerah; 

f. Meyakinkan dan Nyata. lnisiatif yang dipilih mampu meyakinkan pemangku 
kepentingan, baik eksternal maupun internal, dengan cara insitiatif tersebut 
segera dapat memberikan manfaat yang diinginkan dan nyata yang sesuai 
dengan harapan mereka; 

g. lndependen. lnisiatif yang dipilih dibawah kontrol penuh Kementerian/ 
Lembaga dan Pemerintah Daerah dan keberhasilannya tidak tergantung 
secara dominan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 
lainnya. 

BAB II- Gambaran Umum 



w 
Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi 

3.1 Kriteria dalam Merumuskan Quick Wins 

Quick wins harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Berasal dari program-program reformasi birokrasi, yang terdapat di dalam 
Road Map Reformasi Birokrasi 2010- 2014; 

b. Merupakan bagian utama (core business) dari peran, tugas, fungsi, 
dan karakteristik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang 
bersangkutan; 

c. Memberikan dampak perbaikan yang besar dan dapat dirasakan oleh para 
pemangku kepentingan eksternal dan internal Kementerian/Lembaga dan 
Pemerintah Daerah; 

d. Merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat 
oleh pemangku kepentingan utama eksternal dan internal Kementerian/ 
Lembaga dan Pemerintah Daerah. 

1 

2 

3 

4 

Tabell 
ldentlflkasl Quick Wins Berdasarkan Krlterla 

Merupakan program reformasi birokrasi 

Merupakan bagian utama dari peran, tugas, fungsi, dan 
karakteristik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 
Daerah 

Memberikan dampak perubahan ya besar 

Manfaat perbaikan dan perubahan dapat dirasakan 
secepatnya (waktu pelaksanaan kurang dari 12 bulan) 
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Untuk memperjelas kriteria pemilihan quick wins, dapat diilustrasikan pada 
gambar di bawah 

nNGGI 

< 12 BULAN > 12 BULAN 

WAKTU PELAKSANAAN 

Gambarl 
Matriks ldentifikasi Quick Wins 

3.2 Merumuskan Quick Wins 

Langkah - langkah perumusan quick wins mencakup tiga aspek utama, 
yaitu: 

a. ldentifikasi Pemangku Kepentingan Utama. Aspek ini berupaya untuk 
mengindentifikasikan sejumlah Pemangku Kepentingan Uta rna yang penting 
dan kritikal bagi Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah; 

b. ldentifikasi Keluaran Utama. Aspek ini berupaya untuk mengindentifikasikan 
keluaran utama yang merupakan bagian dari Tupoksi atau proses inti 
Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang selama ini digunakan 
oleh para Pemangku Kepentingan Utama; 

c. ldentifikasi Harapan Pemangku Kepentingan Utama. Aspek ini berupaya 
untuk mengindentifikasikan harapan utama pemangku kepentingan utama 
terhadap kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 

BAB Ill- PERUMUSAN DAN PENETAPAN QUICK WINS 



Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Refonnasi Birokrasi 

Langkah- Langkah perumusan Quick Wins dapat dilihat pada Gam bar 2 di bawah 
ini: 

Langkah 1: 
ldentifikasi 
Pemangku 
Kepentingan 
Utama 

•SI•p•••J• 
pem•ncku 
kepentlnc•n 
utam••nd•? 
Tullsbn3-S 
p•m•ncku 
ke.pentlnc•n 
ut•m••nd• 

• 
output 
ut•m••nd• 
berd•••rbn 
tupoksl 
d•nf•t•u 
eore 
proceiSes 
v•nc dlmlllkl 

• 

Gambar2 
Langkah-langkah Perumusan Quick Wins 

•P•v•nc 
pem•ncku 
kepentlnc•n 
ut•m• 
h•r•pk•n 
d•rl output 
utam• •nd•? 
Tullsbn 1·3 
H•r•p•n 
ut•m•d•rl 
m•slnc-
m .. lnc 
pem•ncku 
kepentlnc•n 

Template sederhana yang digunakan di dalam setiap langkah di atas dapat dilihat 
pada Lampiran 1. 

3.3 Menetapkan Quick Wins 

Langkah-langkah penetapan Quick Wins mencakup empat aspek, yaitu: 

a. Penilaian Tingkat Pencapaian Kinerja Saat lni. Aspek ini berupaya untuk 
mengetahui tingkat pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga dan 
Pemerintah Daerah saat ini yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi 
yang menjadi core businesses dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 
Daerah. Untuk mengetahui tingkat pencapaian ini, data atau informasi dari 
para pemangku kepentingan uta rna dapat diperoleh melalui base line survey, 
wawancara, focused group discussion, analisis statistic, desk research, dan 
sebagainya. Secara obyektif, skor 1 - 5 diberikan untuk menilai masing -
masing tingkat pencapaian kinerja yang ada saat ini; 
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Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi 

b. Peningkatan Kinerja. Aspek ini berupaya untuk meningkatkan kinerja 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang memiliki skor kurang 
dari 4 (yang berarti meningkatkan area ini akan memberikan dampak 
yang besar bagi para pemangku kepentingan). Aspek ini juga berupaya 
untuk mengidentifikasikan tingkat kesulitan melakukan perbaikan kinerja 
dimaksud dan memastikan apakah peningkatan kinerja dimaksud dapat 
dilakukan kurang dari 12 bulan, masih di dalam kendali penuh Kementerian/ 
Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dan apakah masih 
termasuk bagian dari area reformasi birokrasi yang dicanangkan Pemerintah. 
Proses untuk menentukan skor dan persentasi perbaikan dilakukan melalui 
kesepakatan antara pimpinan dan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 
Daerah. Lebih lanjut, aspek ini juga sudah mulai mengindentifikasikan 
kandidat untuk Quick Wins; 

c. Penyiapan Sumber Daya. Aspek ini berupaya untuk mengidentifikasikan 
sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan calon Quick Wins yangtelah 
diidentifikasikan sebelumnya. Sumber daya dapat mencakup ketersediaan 
sumber daya manusia, biaya dan juga keahlian. Aspek ini juga memeriksa 
sekali lagi apakah kandidat quick wins yang diusulkan memenuhi kriteria 
dan persyaratan yang ditetapkan dan memilih maksimum tiga (3) quick wins 
terbaik bila jumlah program yang diusulkan dan memenuhi persyaratan 
cukup banyak; 

d. Penetapan Quick Wins. Aspek ini berupaya menetapkan quick wins yang 
telah melalui serangkaian analisis untuk siap diluncurkan. 

Langkah-langkah penetapan quick wins dapat dilihat pada Gambar 3 dan 
template sederhana yang digunakan di dalam setiap langkah di atas dapat dilihat 
pada Lampiran 2. 

BAB Ill- PERUMUSAN DAN PENETAPAN QUICK WINS 



w 
Menteri Negara 

Pendayagunaan Aporatur Negara 
dan Refonnasi Birokrasi 

langkah 4: Penilaian 
Tingkat Pencapaian 
Kinerja Saat lni • 

• Dari daftar yang telah 
dibuat, seberapa jauh 
tingkat pencapalan 
kinerjanya? Secara 
obyektif, lakukan evaluasi 
dan penilaian terhadap 
tingkat pencapaian saat ini 
(skor 1-5, dimana 1 buruk 
dan 5 balk sekall) 

• Secara garis besar, 
perbaikan apa yang 
diperlukan? Dan 
bagaimana caranya 

• Apakah anda memilikl 
sumber daya untuk 
memperbaiki dan 
meningkatkan kinerja 
dimaksud? 

• Periksa sekali lagi kandidat 
quick wins yang telah 
ditetapkan sebelum secara 
formal dijadlkan quick wins 
K/L dan Pemda. Usahakan 
dipilih maksimum 3 quick 
wins yang terbaik 

• 

Gambar3 

• Dapatkah anda memperbaiki 
klnerja output utama yang ada 
saat ini? Seberapa besar 
perbaikannya? Fokuskan pada 
tingkat kinerja yang memiliki 
skor< 4 

• Apakah perbaikan ini benar­
benar berada di dalam kendall 
penuh anda dan bagian dari 
area perubahan reformasi 
birokrasi? 

• Apakah anda dapat 
memperbaikinya dalam kurun 
waktu kurang darl12 bulan? 

• Tetapkan kandidat/ calon quick 
wins berdasarkan asesmen yang 
telah dllakukan 

• Tetapkan quick wins yang 
diharapkan dapat meningkatkan 
kredibilitas, reputasi dan 
kepercayaan terhadap anda di 
mata para pemangku 
kepentingan 

• Persiapkan peluncuran 
(launching) quick wins secara 
resmi kepada para pemangku 
kepentlngan agar mereka dapat 
memantau. dan mengawasi 
dengan balk 

Langkah - Langkah Menetapkan Quick Wins 

PermenPAN dan RB No: 13 Tahun 2011 
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BABIV 
LANGKAH-LANGKAH DALAM PELAKSANAAN 

QUICK WINS 

Langkah-langkah dalam pelaksanaan quick wins dibagi dalam 2 (dua) 
tahap, yaitu: 

1. Tahap Persiapan, merupakan tahap persiapan kapabilitas implementasi 
quick wins dan penyusunan metode monitoring dan evaluasi 
implementasi quick wins; 

2. Tahap lmplementasi dan Monitoring & Evaluasl, merupakan tahap 
pelaksanaan dan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan quick 
wins. 

Berikut tahapannya: 

4 Pelaksanaan QUick Wms 

5 Pelaksanaan Momtonng dan Evaluas1 

I 

Gambar4 
Langkah - Langkah Dalam Pelaksanaan Quick Wins 
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Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Refonnasi Birokrasi 

4.1 Tahap Persiapan 

Langkah-langkah penting dalam tahap persiapan dapat dilihat pada 
Tabel 2 berikut. 

LANGKAH 

1 

2 

3 

Tabel2 
Tahap Persiapan 

AKTIVITAS KELUARAN 

• Pembentukan Tim Kerja • Tim kerja 
• Pembentukan Struktur/ • Struktur/Organisasi Tim Kerja 

Organisasi Kerja 

• Penyusunan Rencana dan • Rencana dan Jadwal Kerja 
Jadwal Kerja serta Target • Target Penyelesaian 
Penyelesaian • Anggaran 

• Penyusunan Anggaran 

Menyusun dan Menetapkan : • Metode Monitoring dan 
• Metode Monitoring dan Evaluasi 

Evaluasi Pelaksanaan Quick • Rancangan Laporan 
Wins Pelaksanaan Quick Wins 

• Mekanisme Pelaporan 
Pelaksanaan Quick Wins 

4.2 Tahap lmplementasi dan Monitoring dan Evaluasi 

Langkah-langkah penting dalam tahap ini dapat dilihat pada Tabel 3 
di bawah ini. 

Tabel3 
Tahap lmplementasi dan Monitoring dan Evaluasi 

LANGKAH AKTIVITAS KELUARAN 

1 

2 

• Pelaksanaan aktivitas sesuai 
dengan rencana ·dan ~ wal 
kerja 

• Penyelesaian quick wins sesuai 
target dalam jadwal kerja 

Pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan quick wins 

• Laporan kemajuan 
pelaksar aan enyelesaian 
quick wins secara berkala 

• Penyelesaian quick wins 

• Hasil monitoring dan 
evaluasi 

• Usulan/rekomendasi 
perbaikan 

BAB IV- Langkah-Langkah Dalam Pelaksanaan Quick Wins 



4.3 Pelaporan . 

Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi 

Pelaporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap tahapan 
pelaksanaan. Oleh karena itu, baik laporan berkala maupun tahunan haruslah 
menjelaskan capaian kemajuan yang dihasilkan. Selain itu, penting untuk diingat 
terutama dalam menyusun rencana kerja adalah perkiraan waktu dari setiap 
langkah-langkah dalam penyusunan laporan. 

Berikut adalah langkah-langkah yang dimaksud: 
1. Penyusunan laporan; 
2. Presentasi laporan; 
3. Revisi atau perbaikan bila diperlukan atas masukan laporan; 
4. Menyampaikan laporan final. 
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P<ndayagunaan Aporatur Negara 
dan Rcformasi Birokrasi 

BAB V 
PENUTUP 

Pedoman pelaksanaan quick wins ini diharapkan dapat membantu 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan 
melaksanakan quicks wins di masing-masing Kementerian/Lembaga dan 
Pemerintah Daerah. Di dalam melaksanakan quick wins, terdapat tahapan 
penting yang perlu diperhatikan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 
Daerah, yaitu pada saat merumuskan dan menetapkan quick wins. Merumuskan 
dan menetapkan quick wins yang sesuai dengan peran, tugas, fungsi dan 
karakteristik masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 
serta sesuai kriteria adalah salah satu tahap yang menentukan keberhasilan 
pelaksanaan quick wins. 
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Lampiran 1: Template Perumusan Quick Wins 

Template Untuk Langkah 1: 

2 

3 

4 

5 

Template Untuk Langkah 2: 

2 

3 

4 

5 
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Template Untuk Langkah 3: 

1 

2 

3 

4 

5 

Lampi ran 

MenteriNegara 
Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Refonnasi Birokrasi 
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Memeri Negara 
Pendayagunaan Aporatur Negara 

dan Refunnasi Birobasi 

Lampiran 2: Template Menetapkan Quick Wins 

Template Untuk Langkah 4: 
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Template Untuk Langkah 7: 
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BAB V- Penutup 

Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Refonnasi Birokrasi 


